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ABSTRAK 

Akibat Hukum Mediasi Tripartit Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa 

Mengikutsertakan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja  

Restu Edriyanda,S.H, NIM :1720123031 

 

Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah 

penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan 

hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu 

perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih Mediator 

yang netral. Permasalahan yang dibahas adalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi tripartit pada Dinas 

Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang? (2) Bagaimanakah akibat hukum 

mediasi tripartit pemutusan hubungan kerja tanpa mengikutsertakan perusahaan 

penyedia jasa pekerja? Penulisan ini dibuat dalam bentuk penulisan yuridis normatif, 

ditambah dengan pendekatan yuridis sosiologis sebagai penunjang. Pada prinsipnya 

pelaksanaan mediasi tripartit dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang telah mendukung fungsinya 

sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. Menurut Permenakertrans No.19 

Tahun 2012 dalam sebuah Perjanjian Kerja Penyediaan Jasa Pekerja dijelaskan ada 3 

(tiga) subjek hukum yaitu Perusahaan pemberi pekerjaan, Perusahaan penyedia jasa 

pekerja dan Pekerja/buruh.  Tidak diikutsertakannya Perusahaan penyedia jasa 

pekerja, menjadikan Anjuran tertulis dan Risalah perundingan tripartit yang 

merupakan syarat formil mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial pada 

Pengadilan Negeri menjadi cacat hukum karena kurang pihak dan dapat dibatalkan, 

dikarenakan dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c UU Ketenagakerjaan menyatakan 

“perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang 

timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh”. 
 

Kata kunci : Mediasi Tripartit, Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. 

 

 

 


